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ABSTRAK 

 

YUSUF B. (B011181309) dengan judul “Analisis Pembentukan 
Undang-Undang pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum dalam 
Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Di bawah bimbingan (Aminuddin 
Ilmar) sebagai pembimbing utama, dan (Arini Nur Annisa) sebagai 
pembimbing pendamping. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembentukan 
undang-undang pada masa transisi pasca pemilihan umum dan 
pemberlakuan sistem lame duck session pada pelaksanaan pembentukan 
undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu 
bahan hukum primer dan sekunder. Kedua bahan hukum yang telah 
diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga 
penelitian ini menghasilkan preskripsi yang bukan hanya bersifat deskripsi. 

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) pengaturan pembentukan undang-
undang pada masa transisi pasca pemilihan umum dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia belum mengatur secara eksplisit terkait 
pembatasan legislasi pada masa lame duck session. (2) Pemberlakuan 
sistem lame duck session pada pelaksanaan pembentukan undang-undang 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak tepat untuk dilakukan sebab 
tenggang waktu masa lame duck session yang begitu singkat dan 
kecenderungan pengesahan undang-undang yang dilakukan dengan 
tergesa-gesa, dikhawatirkan tidak akan memenuhi tahapan pembentukan 
undang-undang serta pelaksanaan partisipasi publik bermakna (meaningful 
participation). 

Kata Kunci: Pembentukan Undang-Undang, Masa Transisi Pasca Pemilu, 
Lame Duck Session. 
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ABSTRACT 

 

YUSUF B. (B011181309) with the title “Analysis of the Formation of 
Laws in the Post-Election Transitional Period in the Indonesian State 
Administration System”. Under the guidance of (Aminuddin Ilmar) as the 
main supervisor, and (Arini Nur Annisa) as a companion advisor. 

This study aims to determine the arrangements for the formation of laws 
during the post-election transitional period and the implementation of the 
system lame duck session on the implementation of the formation of laws 
in the Indonesian constitutional system. 

This study uses normative legal research methods, using statutory 
approaches and comparative approaches. There are 2 (two) sources of 
legal materials used, namely primary and secondary legal materials. The 
two legal materials that have been obtained are then processed and 
analyzed qualitatively so that this research produces a prescription that is 
not only descriptive in nature. 

As for the results of this study, namely (1) the regulation of the formation of 
laws during the post-election transitional period in the Indonesian 
constitutional system has not explicitly regulated the limitations of legislation 
during the post-election period lame duck session. (2) System enforcement 
lame duck session in the implementation of the formation of laws in the 
Indonesian constitutional system is not appropriate to do because of the 
grace period lame duck session which is so brief and the tendency for the 
passage of laws to be carried out in a hurry, it is feared that it will not fulfill 
the stages of forming laws and implementing meaningful public participation 

(meaningful participation).  

Keywords: Formation of Laws, Post-Election Transitional Period, Lame 
Duck Session. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

(UUD NRI 1945) merupakan konstitusi tertulis yang merefleksikan cita-cita 

hukum bangsa Indonesia dan secara eksplisit telah menggariskan 

beberapa prinsip dasar, diantaranya adalah prinsip demokrasi dan prinsip 

negara hukum.1 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa: 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dalam 

UUD NRI 1945 tersebut secara tegas mendasar pada pemerintahan 

demokrasi karena pemerintahan tersebut dalam pelaksanaannya 

bersandar pada kedaulatan rakyat.2 

 Salah satu ciri khas negara hukum modern adalah menggunakan 

peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memerintah, baik 

negara yang menganut tradisi civil law maupun common law. Tanpa 

menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan, maka segala 

tindakan pemerintah dapat dipertanyakan keabsahannya.3 Ide utama 

dalam negara hukum yang lebih substantif ialah dicita-citakannya suatu 

                                                           
1 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 
2 Fauzi Iswari, “Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan 
Undang-Undang di Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 6, No. 1, September 2020, 
hlm. 128 
3 Ari Purwadi, “Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum 
dan Pembangunan, Vol. 3, No. 20, Juni 1990, hlm. 262. 
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sistem dan metode pembentukan hukum (undang-undang) yang benar-

benar mengutamakan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jangan 

sampai di dalam suatu negara terdapat suatu hukum namun keberadaan 

hukum tersebut tidak bermanfaat untuk rakyat. Atau lebih jauh, hukum yang 

ada tidak diterima oleh rakyat karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka. 

Sangat banyak negara-negara di dunia yang mengidealkan dirinya sebagai 

negara hukum demokratis yang berorientasi memberikan kesejahteraan 

bagi warga negaranya, namun seringkali hukum yang dibentuk justru 

berseberangan dengan tujuan itu sendiri.4 

 Dewasa ini, diskursus terkait pembentukan undang-undang haruslah 

mendapat perhatian lebih. Sebagai instrumen vital dalam penyelenggaraan 

negara hukum yang demokratis, maka pembentukan undang-undang 

memerlukan suatu prosedur yang baik dan responsif terhadap fenomena 

perkembangan sistem ketatanegaraan. Salah satu fenomena 

perkembangan sistem ketatanegaraan yang belum banyak mendapatkan 

perhatian adalah bagaimana pembentukan undang-undang pasca 

Pemilihan Umum (Pemilu) atau dikenal dengan istilah masa transisi lame 

duck session. 

 Menurut Jack M Beerman dan William P Marshall dalam ”The 

Constitutional Law of Presidential Transitions”, masa transisi lame duck 

session adalah masa ketika pejabat petahana (presiden atau anggota 

                                                           
4 Zainal Arifin Mochtar, 2022, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, EA Books, 
Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 24. 
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parlemen) tetap pada jabatan mereka masing-masing, meski pemilihan 

umum telah selesai dilaksanakan dan tak lagi terpilih, namun mereka masih 

dapat menggunakan kewenangan sebagai petahana sampai masa jabatan 

selesai dan pejabat baru yang telah terpilih pada pemilihan umum dilantik.5  

 Dalam perkembangannya di Indonesia, justru banyak Rancangan 

Undang-Undang (RUU) yang disetujui bersama DPR dan Pemerintah pada 

masa transisi lame duck session dibandingkan dengan sesi reguler. 

Undang-undang yang dikeluarkan selama masa transisi lame duck session 

terlihat lebih signifikan namun seringkali menimbulkan pro dan kontra 

dikalangan masyarakat, bahkan produk undang-undang yang lahir pada 

masa transisi lame duck session tidak sedikit mendapatkan penolakan 

publik.6 Sebut saja pasca Pemilu 2014, ketika DPR mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD 

setempat dan tidak melalui pemilihan langsung.7 Kemudian pasca Pemilu 

2019, ketika perhatian publik banyak tertuju pada DPR yang mengesahkan 

revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum dilantiknya para anggota DPR 

                                                           
5 Jack M. Beermann & William P. Marshall, The Constitutional Law of Presidential 
Transitions, 84 N.C. L. Rev. 1253 (2006) The Constitutional Law of Presidential Transitions 
(unc.edu) 
6 Fitra Arsil, “RUU Kontroversi di Masa Transisi”, Republika, 18 September 2019 (opini). 
7 Stefanus Hendrianto, “Indonesia’s Constitutional Conundrum: The Weak Presidency, the 
Strong Opposition and the Regionstal Elections Law”, 2021. 

https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4209&context=nclr
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4209&context=nclr
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terpilih dan diundangkan tiga hari sebelum Presiden Joko Widodo dilantik 

kembali.8 

 Peningkatan aktivitas legislasi di akhir masa jabatan anggota DPR 

ini ditandai bukan saja dengan produktivitas yang tinggi namun juga menuai 

berbagai kontroversi dari segi substansi yang dihasilkan. Dari segi 

peningkatan produktivitas legislasi, DPR menjadi begitu produktif jika 

dibandingkan hampir lima tahun masa bakti yang sudah dijalaninya.9 Tentu 

hal ini berbahaya bagi demokrasi konstitusional kita, sebab apabila berkaca 

dari pengalaman penyelenggara Pemilu 2019, petahana yang telah selesai 

masa jabatannya di eksekutif dan legislatif masih bisa menduduki jabatan 

mereka selama kurang lebih 5 hingga 6 bulan, sampai anggota yang terpilih 

baru dilantik. Selama masa 5 atau 6 bulan itu, para petahana bisa dengan 

bebas menggunakan kekuasaan mereka untuk mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang tak berkarakter demokratis. 

 Hal lain yang menjadi problem besar adalah karena komposisi 

anggota DPR baru saja mengalami pergantian setelah melewati masa 

pemilihan anggota DPR baru pada April 2019, dimana setengah dari 

anggota parlemen pensiun atau tidak terpilih kembali. Fenomena di atas 

berpotensi terulang kembali pada Pemilu 2024 mendatang sebab Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memiliki wewenang 

menyelenggarakan Pemilu di Indonesia telah menetapkan jadwal 

                                                           
8 Ibid. 
9 Fitra Arsil, Op. cit. 
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pelaksanaan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. 

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 didasarkan pada Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.10  

 Persoalan mendasar dari hal ini adalah tenggang waktu yang begitu 

singkat pada akhir periode jabatan para pembentuk undang-undang (masa 

lame duck session) dan kecenderungan pengesahan undang-undang yang 

tergesa-gesa dikhawatirkan akan menghasilkan produk legislasi yang 

buruk. Apalagi di tahun 2024, siklus politik baik eksekutif dan legislatif pasti 

akan mengalami perubahan karena desain pemilu kembali dilaksanakan 

serentak antara pemilihan Presiden dan anggota legislatif. 

 Oleh sebab itu, dengan melihat berbagai problematika yang telah 

diuraikan diatas, peneliti mencoba meneliti bagaimana pengaturan lame 

duck session dalam proses pembentukan undang-undang pada masa 

transisi pasca pemilihan umum di Indonesia yang kemudian dapat dijadikan 

sebagai landasan dalam menemukan sebuah jalan untuk mengatasi 

persoalan dari perkembangan praktik demokrasi dan legislasi dewasa ini. 

Peneliti kemudian berinisiatif menulis judul skripsi mengenai “Analisis 

                                                           
10 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 
tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. 
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Pembentukan Undang-Undang pada Masa Transisi Lame Duck Session 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaturan pembentukan undang-undang pada 

masa transisi pasca pemilihan umum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sistem lame duck session pada 

pelaksanaan pembentukan undang-undang dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pembentukan undang-

undang pada masa transisi pasca pemilihan umum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. 

2. Mengetahui dan menganalisis pemberlakuan sistem lame duck 

session pada pelaksanaan pembentukan undang-undang dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada Penulis dan juga diharapkan mampu bermanfaat bagi 

para pembaca, setiap orang yang bergelut dalam bidang hukum 

khususnya hukum tata negara, serta semua pihak dalam khazanah ilmu 

pengetahuan. Maka dari itu, manfaat yang ingin Penulis capai dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat 

dalam memberikan sumbangsi pemikiran akademis terkait hukum 

tata negara khususnya dalam bidang pembentukan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pembentuk undang-

undang pada masa transisi pasca pemilihan umum (lame duck 

session). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi 

Pemerintah, DPR dan Praktisi hukum dalam membentuk produk 

hukum yang progresif dan responsif. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat memberikan pengetahuan baru terkhusus dalam bidang 

legislatif drafting kepada seluruh pihak yang menggeluti bidang 

hukum terkait pembentukan undang-undang pada masa transisi 

pasca pemilihan umum (lame duck session). 
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E. Keaslian Penelitian 

Setelah mengunjungi portal pencaharian, Penulis menemukan 

beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian 

Penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Andi Muh. Arif. (2022). “Analisis Yuridis Partisipasi Publik Bermakna 

dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020”. Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat adalah terletak 

pada pokok pembahasannya yang mengangkat problematika 

pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian pada 

tataran pembedanya adalah dalam penelitian skripsi tersebut 

membahas terkait partisipasi publik bermakna dalam pembentukan 

undang-undang di Indonesia yang merupakan salah satu amanat 

putusan MK. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat berfokus 

pada bagaimana keberlakuan sistem lame duck session dalam 

pembentukan undang-undang di Indonesia pada masa transisi 

pasca pemilihan umum. 

2. Yovan Adhiyaksa. (2020). “Politik Hukum Pembentukan Undang-

Undang di Indonesia Pasca Reformasi”. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, Padang. Letak kesamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti angkat adalah objek penelitiannya 

yang sama-sama mengangkat persoalan pembentukan undang-
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undang. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian skripsi 

tersebut menggali bagaimana relasi atau hubungan diantara 

lembaga-lembaga negara (DPR, DPD dan Presiden) 

mempengaruhi politik hukum pembentukan undang-undang di 

Indonesia pasca reformasi. Sementara penelitian yang peneliti tulis 

lebih berfokus pada problematika pembentukan undang-undang 

pada masa transisi pasca pemilihan umum (lame duck session) 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

3. Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Deni Clara Sinta dan 

Candra Dwi Irawan. (2022). “Politik Hukum dan Quo Vadis 

Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di 

Indonesia”. Tulisan tersebut diterbitkan di Jurnal Legislasi 

Indonesia, Vol. 19, No. 2. Penelitian ini menganalisis politik hukum 

dari pembentukan undang-undang yang telah menerapkan metode 

omnibus law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta mengkaji quo vadis dari 

metode omnibus law di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis 

berfokus pada pembentukan undang-undang pada masa transisi 

pasca pemilihan umum atau lame duck session. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang Penulis angkat memiliki kebaruan masalah yang belum 

pernah dibahas. Oleh karenanya, skripsi ini tentu dapat 
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dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam melaksanakan penelitian 

ini, Penulis sangat menjunjung tinggi keempat asas-asas keilmuan 

yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan menggunakan prinsip 

keterbukaan. Sehingga, apabila kedepannya terdapat penelitian yang 

sama terkait pembentukan undang-undang dan masa transisi pasca 

pemilihan umum (lame duck session), maka penelitian ini diharapkan 

mampu hadir untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan 

mampu menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya serta 

penelitian di masa yang akan datang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Penelitian jenis ini sering disebut pula sebagai penelitian 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder.11 Dikarenakan penelitian ini berfokus pada bahan 

pustaka maka sering kali penelitian normatif ini disebut juga 

sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.12  

 

 

 

 

                                                           
11 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel, Mirra 
Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42. 
12 Ibid. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 

(dua) pendekatan, yaitu sebagai berikut: 

a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

  Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah 

pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya 

dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-

undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan (isu 

hukum) yang sedang dihadapi.13 Pendekatan ini 

mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan 

perundang-undangan.14 

b) Pendekatan Komparatif (Comparative Approach).  

  Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan 

peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara 

dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau 

lebih, namun dengan catatan, hal yang harus dibandingkan 

haruslah mengenai hal-hal yang sama.15 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibid, hlm. 133. 
14 Ibid. 
15 Ibid, hlm. 144 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan 

hanya data sekunder saja. Kemudian data sekunder dalam 

penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif).16 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.17 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan berbagai publikasi 

tentang hukum yang meliputi buku-buku teks yang 

membicarakan suatu permasalahan hukum termasuk skripsi, 

tesis, dan disertasi hukum, selain itu juga dapat meliputi kamus 

hukum, jurnal hukum, dan juga komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.18 

 

 

                                                           
16 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47 
17 Ibid, hlm. 168 
18 Ibid. 
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4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap bahan hukum tersebut. Jenis teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif, yang mana peneliti mengumpulkan data atau bahan 

hukum melalui berbagai sumber. Kemudian analisis bahan hukum 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif 

(comparative approach), sehingga akan memperoleh gambaran 

yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang 

diperoleh untuk menghasilkan preskripsi sehingga penelitian ini 

tidak hanya bersifat deskripsi semata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN PEMBENTUKAN 

UNDANG-UNDANG PADA MASA TRANSISI PASCA PEMILIHAN 

UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  

A. Undang-Undang 

1. Pengertian Undang-Undang 

 Konsep dasar terkait undang-undang dapat dapat ditelisik dari 

konsep wet dalam Bahasa Belanda. Dalam kepustakaan hukum 

Belanda wet atau undang-undang dapat dilihat dalam arti materiil 

dan dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil (wet formele 

zin) adalah lazim disebut dengan Undang-Undang saja.19 Menurut 

Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap 

keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan 

pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang 

bersifat atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan 

perundang-undangan. Sedang undang-undang dalam arti formil 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden 

dengan persetujuan DPR (Setelah Perubahan Pertama UUD 1945 

tahun 1999 lebih tepat disebut “dibentuk atas persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden). Dengan demikian maka undang-undang 

                                                           
19 A. Rosyid Al Atok, 2015, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara 
Press, Malang, hlm. 13. 
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dalam arti formil, yang lazim disebut dengan istilah “Undang-

Undang” merupakan bagian atau salah satu jenis atau bentuk dari 

undang-undang dalam arti materiil atau yang lazim disebut dengan 

peraturan perundang-undangan.20 

 Menurut Maria Farida Indrati S., dengan mengacu pada 

pendapat A. Hamid S. Attamimi, apa yang disebut dengan wet in 

formele zin adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh Regering 

dan Staten Generaal terlepas apakah isinya suatu penetapan 

(beschikking) atau peraturan (regeling). Jadi disebut dengan wet in 

formele zin itu karena dilihat dari segi pembentukannya atau siapa 

yang membentuknya. Sedang apa yang disebut dengan wet in 

materiele zin adalah setiap keputusan yang dibentuk baik oleh 

Regering dan Staten Generaal maupun keputusan-keputusan lain 

yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain Regering dan 

Staten Generaal asalkan isinya peraturan yang mengikat umum. 

Jadi disebut wet in materiel zin karena dilihat dari segi isinya tanpa 

melihat siapa pembentuknya. Dengan demikian wet in materiel zin 

meliputi wet in formele zin dan segala jenis peraturan-peraturan 

lainnya yang mengikat umum, sehingga wet in materiel zin dapat 

disebut dengan peraturan perundang-undangan, sedang wet in 

formele zin disebut dengan Undang-Undang.21 

                                                           
20 Ibid. 
21 Ibid, hlm. 14. 
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2. Kedudukan Undang-Undang dalam Hirarki Norma Hukum 

 Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen 

dalam bukunya General Theory of Law and State mengemukakan 

teori jenjang norma hukum (Stufentheorie). Hans Kelsen 

berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan 

berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu 

norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber 

dan berdasar pada pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian 

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar 

(Grundnorm).22 

 Formell Gesetz atau Undang-Undang (wet in formele zin) 

adalah kelompok norma hukum di bawah Staatsgrundgesetz atau 

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Norma-norma yang ada 

dalam suatu Undang-Undang merupakan norma hukum yang lebih 

konkrit dan terinci serta sudah langsung berlaku di dalam 

masyarakat yang pembentukannya dilakukan oleh lembaga 

legislatif.23  

                                                           
22 Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi 
Muatan), PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 10-11. 
23 A. Rosyid Al Atok, Op. cit, hlm. 16. 
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 Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, norma 

hukum berjenjang ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3, dimana 

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:24 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 Selain peraturan perundang-undangan diatas, UU P3 juga 

mengatur peraturan perundang-undangan lain yang diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yaitu mencakup 

peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung 

(MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, 

Lembaga, atau Komisi yang setingkat.25 

 

                                                           
24 Pasal 7 Ayat (1) UU P3 
25 Achmad Ruslan, 2021, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 55. 
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B. Prosedur Pembentukan Undang-Undang 

 Pembentukan undang-undang merupakan bagian dari penciptaan 

hukum. Penciptaan hukum yang dimaksud berkenaan dengan 3 (tiga) hal, 

yaitu, pertama, perumusan aturan-aturan umum, perumusan yang 

dimaksud dapat berupa penambahan maupun perubahan dari aturan-

aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Kedua, merupakan hasil dari 

keputusan-keputusan konkrit atau dalam hal ini yurisprudensi, dan ketiga, 

terkait dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang terjadi hanya 

sekali saja (einmalig) yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan 

konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD.26 

 Perundang-undangan merupakan jenis pembentukan hukum yang 

paling penting dan paling modern. Pada perundang-undangan dapat 

dibedakan menjadi dua unsur pokok atau biasa disebut juga dengan dua 

momen sentral, yaitu momen politik-idiil dan momen teknikal. Momen politik 

berkaitan dengan isi undang-undang yang diinginkan atau yang 

diaspirasikan. Aspirasi yang dimaksud berkenaan dengan artikulasi dan 

pengolahan tujuan-tujuan politik yang disusun sedemikian rupa dari para 

politisi, pejabat negara, yuris, dan lain-lain, sehingga penyelesaian-

penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan. Dari hal tersebut dapat 

diartikan bahwa pembentukan perundang-undangan adalah sebuah 

tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil dari proses-

proses politik. Namun, sesungguhnya perundang-undangan tidak hanya 

                                                           
26 A. Rosyid Al Atok, Op. cit, hlm. 31. 
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sekedar endapan dari konstelasi politik empirik, melainkan juga terdapat 

aspek normatif di dalamnya. Unsur idiil perundang-undangan berimplikasi 

pada keharusan untuk merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum 

seharusnya direalisasikan. Oleh karenanya, antara politik dan hukum 

memiliki kaitan yang begitu erat antara satu sama lain.27 

 Pada dasarnya perundang-undangan memiliki sifat teknikal. Artinya 

bahwa dalam perundang-undangan mengandalkan kemampuan untuk 

merumuskan pemahaman-pemahaman umum ke dalam naskah-naskah 

normatif yang konkret, sehingga dalam pembentukan perundang-undangan 

dibutuhkan keahlian tentang teknik perundang-undangan. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa perundang-undangan adalah bentuk 

paling sempurna yang di dalamnya tidak hanya paham-paham politik, tetapi 

juga filsafat hukum, dapat menjadi langsung relevan secara praktikal.28 

 Dalam proses pembentukan undang-undang membutuhkan sikap 

hati-hati dan perencanaan yang matang agar undang-undang tersebut 

memiliki arah/tujuan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan 

amanat UUD 1945 setelah perubahan. Pembentukan suatu undang-

undang juga tidak dapat dimaknai sebagai formalitas untuk “mengatur” saja, 

namun undang-undang juga harus berkesinambungan dan berkelanjutan.29 

                                                           
27 Ibid. 
28 Ibid, hlm. 32. 
29 Zainal Arifin Mochtar, 2022, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, EA Books, 
Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 36. 



20 
 

 Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang diatur 

dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang 

kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU), Pasal 5 Ayat 1 tertulis 

"Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", 

kemudian, dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap 

rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. Penegasan kedudukan DPR sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi pembentuk undang-undang dalam 

konstitusi Indonesia termaktub dalam Pasal 20 ayat (5) yang menyatakan 

bahwa “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah untuk menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”. 

Selanjutnya aturan yang lebih spesifik diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang telah 

ditetapkan dan diundangkan, tentulah telah melalui proses yang sangat 

panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat 

terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah 

dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya 

ditetapkan dan diundangkan sebagaimana mestinya.30 Selain itu, Jimly 

                                                           
30 Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, 
Jakarta, hlm.70. 
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Asshiddiqie berpendapat pula bahwa, pelaksanaan fungsi legislasi dalam 

pembentukan undang-undang, menyangkut empat bentuk kegiatan, ialah:31 

1) Prakarsa pembuatan undang-undang; 

2) Pembahasan draft undang-undang; 

3) Persetujuan dan pengesahan draft undang-undang; 

4) Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan 

Internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. 

 Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk undang-undang tertentu 

melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses 

pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap yang diatur 

dalam Pasal 1 UU 12 Tahun 2011, yakni perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan dan pengundangan.32 

1) Perencanaan 

 Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD 

terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke 

depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  Prolegnas   merupakan 

sebuah program yang dibentuk untuk menentukan skala prioritas dalam 

pembentukan Undang-Undang demi mewujudkan sistem hukum 

                                                           
31 Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan 
Pemikiran Hukum, Media, dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 89. 
32 Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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nasional.33 Perencanaan penyusunan undang-undang diatur dalam 

Pasal 16 dan 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

 Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 

menurut Pasal 18 UU P3 didasarkan atas: 

a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Perintah Undang-Undang lainnya; 

d. Sistem perencanaan pembangunan nasional; 

e. Rencana pembangunan jangka Panjang nasional; 

f. Rencana pembangunan jangka menengah; 

g. Program kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan 

h. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

 Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan 

oleh alat kelengkapan DPR yang secara khusus menangani bidang 

legislasi. Kemudian dalam penyusunan prolegnas tersebut, alat 

kelengkapan DPR yang secara khusus   diberikan kewenangan 

menangani legislasi akan mempertimbangkan dan menerima usulan 

dari anggota DPR, DPD, fraksi, komisi, dan masyarakat.  Selanjutnya 

                                                           
33 Muhammad Faqih, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", MIMBAR 
YUSTITIA Vol. 3 No.2 Desember 2019, hlm. 170. 
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untuk penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah akan 

dikoordinasikan oleh jajaran Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum yang lebih jelasnya diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.34 

 Prolegnas dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu prolegnas jangka waktu 

5 tahun yang sering disebut dengan Prolegnas Jangka Menengah (PJM) 

dan Prolegnas Prioritas Tahunan. Akan tetapi sebelum RUU diserahkan 

dalam Prolegnas tahunan, DPR bersama Pemerintah terlebih dahulu 

harus menyusun sebuah Naskah Akademik dan RUU. Namun, 

Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan 

pembentukan Undang-Undang. Terdapat beberapa kemungkinan 

adanya pembahasan atas RUU yang tidak termasuk dalam prolegnas, 

kemungkinan tersebut hadir jika negara dalam keadaan tertentu atau 

negara dalam kondisi kegentingan memaksa yang perlu segera 

direspon oleh pemerintah. Secara garis besar, terdapat 5 (lima) tahap 

yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas:35 

a. Tahap mengumpulkan masukan; 

b. Tahap penjaringan masukan; 

c. Tahap penetapan awal; 

                                                           
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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d. Tahap pembahasan bersama; dan 

e. Tahap penetapan prolegnas. 

 Selanjutnya dalam Pasal 22 UU P3, hasil dari penyusunan 

Prolegnas antara DPR dengan Pemerintah kemudian akan disepakati 

bersama menjadi Prolegnas dan ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR 

melalui Keputusan DPR. 

 Selain tahapan tersebut, DPR bersama Presiden memiliki 

kewenangan dalam hal mengajukan rancangan undang-undang di luar 

dari Prolegnas yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 111 Peraturan 

DPR Nomor 1 Tahun 2014. Ketentuan ini hanya berlaku jika dalam 

keadaan tertentu saja, yaitu: a) terdapat ratifikasi konvensi atau 

perjanjian internasional; b) terjadi perubahan akibat adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi; c) terjadi keadaan luar biasa, konflik, bencana 

alam; atau d) keadaan tertentu lainnya yang dinilai sebagai urgensi 

nasional.  

2) Penyusunan 

 Tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang merupakan 

tahapan yang bertujuan untuk mempersiapkan sebuah RUU sebelum 

RUU tersebut akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah. Tahap 

penyusunan ini terdiri atas: 

a. Pembuatan Naskah Akademik (NA); 

b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU); dan 

c. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi. 
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 Berdasarkan Pasal 43 UU P3 dikatakan bahwa sebuah RUU dapat 

berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), maupun Presiden yang selanjutnya harus disertai 

dengan adanya Naskah Akademik. Yang dimaksud dengan Naskah 

Akademik adalah naskah yang dihasilkan dari sebuah kajian hukum 

yang mendalam atau penelitian terhadap suatu problematika tertentu 

yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna merancang 

sebuah peraturan yang mampu menjadi solusi atas problematika 

tersebut serta mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat luas. 

Kewajiban akan adanya naskah akademik suatu rancangan undang-

undang dikecualikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu), dan Pencabutan Undang-Undang atau Pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Namun, pengecualian tersebut 

paling tidak tetap disertai dengan keterangan yang memuat pokok 

pikiran yang diatur dan materi muatan.36 

 RUU yang diusulkan oleh DPR sebagaimana yang diatur pada Pasal 

46 UU P3 dijelaskan bahwa RUU dari DPR diusulkan oleh anggota DPR, 

alat kelengkapan DPR, komisi, atau gabungan antar komisi yang secara 

khusus memiliki tugas dibidang legislasi. Kemudian alat kelengkapan 

DPR secara khusus akan mengkoordinasikan lebih lanjut terkait 

pembulatan, pengharmonisasian, dan pemantapan konsep rancangan 

                                                           
36 Ibid, hlm. 171. 
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undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 49 UU P3 dikatakan bahwa 

rancangan undang-undang yang sudah dipersiapkan oleh DPR akan 

dikoordinasikan dengan Presiden melalui surat pimpinan DPR. Setelah 

Presiden menerima surat tersebut, Presiden akan mengamanatkan 

sebuah mandat atau tugas kepada Menteri terkait untuk mewakili 

Presiden pada tahap pembahasan RUU bersama DPR, yang dijalankan 

dalam kurung waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat 

pimpinan DPR diterima oleh Presiden.37 

 Kemudian untuk RUU yang diusulkan oleh Presiden termaktub 

dalam Pasal 47 UU P3, dijelaskan bahwa RUU yang diusulkan oleh 

Presiden akan dipersiapkan oleh Menteri maupun pimpinan lembaga 

pemerintah nonkementerian yang sejalan dengan tugas dan 

tanggungjawabnya, persiapan tersebut dilakukan dengan membentuk 

panitia atau tim khusus. Selanjutnya pada Pasal 50 UU P3 dikatakan 

bahwa untuk RUU yang sudah disiapkan oleh Presiden, setelah itu akan 

diusulkan melalui surat Presiden kepada pimpinan DPR yang berisi 

penunjukan Menteri atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai 

perwakilan Presiden untuk melakukan pembahasan RUU bersama 

DPR. Adapun ketentuan lanjutan dikatakan DPR akan membahas RUU 

yang berasal dari Presiden dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 

puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima oleh DPR.38 

                                                           
37 Ibid, hlm, 172. 
38 Ibid. 
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3) Pembahasan 

 Tahap pembahasan rancangan undang-undang dilaksanakan 

dengan 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan 

pembicaraan tingkat II. Pembicaraan tingkat I terdiri dari rapat komisi, 

rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, 

atau rapat Panitia Khusus. Sedangkan pembicaraan tingkat II disebut 

juga dengan pengambilan keputusan karena dilakukan dalam rapat 

paripurna. 

 Pada tahap pembicaraan tingkat I, dilaksanakan dengan agenda 

pengantar musyawarah, yakni Presiden menyampaikan penjelasan, 

kemudian fraksi DPR dan DPD akan menyampaikan pandangan atas 

RUU yang diusulkan oleh Presiden. Selain itu, pembicaraan tingkat I 

juga dilaksanakan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah 

(DIM) yang diusulkan oleh DPR. Jika pembahasan DIM telah usai, maka 

sebagai akhir pembicaraan tingkat I selanjutnya dilaksanakan 

penyampaian pendapat mini oleh fraksi DPR, DPD dan Presiden. 

 Pembicaraan tingkat II dikatakan sebagai tahap pengambilan 

keputusan dalam rapat paripurna yang terdiri atas agenda penyampaian 

laporan yang memuat proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, 

dan hasil dari pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau 

penolakan dari setiap fraksi maupun anggota secara lisan yang diminta 

oleh pimpinan rapat paripurna, serta penyampaian pendapat akhir dari 

Presiden yang diwakili oleh menteri yang dimandatkan. 
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 Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UU P3, dikatakan bahwa 

pembahasan terkait RUU dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden 

atau Menteri yang mewakili, serta melibatkan DPD jika RUU yang 

dibahas berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan wilayah, hubungan antar pusat dan 

daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan 

sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya. 

Keikutsertaan DPD pada tahap pembahasan RUU akan diwakili oleh 

alat kelengkapan DPD yang membawahi masalah materi muatan RUU, 

namun keterlibatannya hanya sampai pada pembicaraan tingkat I 

semata.39 

4) Pengesahan 

 Setelah melalui tahap pembahasan tingkat I dan II, kemudian 

Pimpinan DPR akan mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden untuk 

disahkan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada 

Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian RUU 

tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan. 

 Kemudian RUU yang sudah disetujui bersama akan disahkan 

dengan penandatanganan RUU oleh Presiden dalam kurung waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari mulai terhitung sejak RUU tersebut 

                                                           
39 Ibid, hlm. 173. 
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disetujui oleh DPR bersama Presiden. Selanjutnya jika presiden tidak 

menandatangani RUU selama batas waktu yang sudah ditentukan, 

maka RUU tersebut tetap sah dan akan berlaku sebagai Undang-

Undang serta wajib diundangkan. 

 Kesepakatan bersama yang telah dicapai antara DPR dan Menteri 

yang diutus oleh Presiden pada tahap pembahasan RUU mempunyai 

makna yang begitu penting dalam konteks ilmu perundang-undangan. 

Sebab dengan adanya kesepakatan bersama, maka akan berimbas 

pada status RUU yang berubah menjadi sebuah Undang-Undang. 

Penguatan atas kesepakatan bersama tersebut akan dilakukan melalui 

keputusan DPR dalam rapat paripurna, tindakan tersebut merupakan 

pengesahan dalam arti materil. Oleh karena itu, pada prinsipnya suatu 

RUU yang sudah disetujui bersama menjadi sebuah Undang-Undang 

tidak dapat lagi diubah setelah adanya keputusan DPR. Jika terdapat 

suatu upaya untuk merubah substansi RUU yang sudah disetujui 

bersama menjadi UU, maka upaya atau tindakan tersebut pada 

prinsipnya telah menentang adanya persetujuan bersama yang sudah 

diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna.40 

 

 

 

 

                                                           
40 Ibid, hlm. 174. 
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5) Pengundangan 

 Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan harus 

diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Untuk itu, pada tahap 

ini undang-undang yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR 

selanjutnya akan dilakukan pengundangan dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahap pengundangan dilakukan 

oleh menteri yang membawahi urusan pemerintahan di bidang hukum. 

Selanjutnya peraturan perundang-undangan akan mulai berlaku serta 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada saat tanggal 

diundangkan, kecuali terdapat ketentuan lain di dalam peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 
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C.  Analisis Pengaturan Pembentukan Undang-Undang pada Masa 

Transisi Pasca Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia. 

 Sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai hal tertinggi 

(supreme) memiliki konsekuensi logis bahwa segala penyelenggaraan 

kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan pemerintahan harus 

didasarkan atas hukum.41 Karena Indonesia menganut prinsip negara 

hukum modern, yaitu negara hukum Pancasila, maka fungsi peraturan 

perundang-undangan tidaklah hanya memberi bentuk kepada endapan 

nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan juga bukan 

hanya sekedar fungsi negara di bidang pengaturan, namun peraturan 

perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen vital untuk 

mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang 

diimpikan. 

 Salah satu ciri khas negara hukum modern adalah menggunakan 

peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk memerintah, baik 

negara yang menganut tradisi civil law maupun cammon law. Tanpa 

menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan, maka segala 

tindakan pemerintah dapat dipertanyakan keabsahannya.   

 Setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-

undang berpindah ke tangan DPR. Hal ini berbeda dengan ketentuan 

                                                           
41 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm. 55. 
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sebelum dilakukannya amandemen yang menyatakan bahwa Presiden 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 

DPR. Jika berkaca dari fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan 

presidensial, lembaga perwakilan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk 

dominan pada tahap pembahasan dan persetujuan RUU. Bahkan menurut 

Charles O. Jones sebagaimana dikutip Saldi Isra, persetujuan merupakan 

ultimate authority dari Lembaga legislatif yang tidak bisa dikurangi oleh 

pengaruh Presiden. Saldi Isra bahkan menegaskan bahwa dalam model 

fungsi sistem pemerintahan presidensial, tahap persetujuan menjadi 

semacam mahkota wewenang lembaga perwakilan dalam proses 

pembentukan undang-undang.42 

 Seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan43 bahwa undang-

undang dalam arti formil merupakan peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan 

bersama Presiden. Sehingga jika membaca teks UUD NRI 1945 terutama 

Pasal 20 ayat (1) dan (2) secara jelas diterangkan bahwa DPR memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya ditegaskan pula 

bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama. Diktum persetujuan bersama 

muncul sebagaimana amanat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945, yang 

menyebutkan secara tegas yakni “setiap rancangan undang-undang 

                                                           
42 Saldi Isra, 2020, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju 
Sistem Pemerintahan Presidensial, Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm. 256. 
43 A. Rosyid Al Atok, Op. cit, hlm. 13. 
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dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama”. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam setiap pembahasan, 

walaupun ditahbiskan sebagai Lembaga yang memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang DPR tidak serta merta menjadi dominan dalam 

tahap pembahasan dan persetujuan RUU. Justru menempatkan DPR dan 

Presiden dalam posisi equal dan seimbang sehingga tidak akan pernah 

terjadi persetujuan sebuah RUU tanpa dibahas bersama oleh kedua 

lembaga tersebut. 

 Terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945, Bagir 

Manan sebagaimana dikutip Saldi Isra mengemukakan bahwa ketentuan 

tersebut mengandung makna: pertama, setiap RUU dibahas (Bersama) 

oleh DPR dan Presiden; dan kedua, setiap RUU disetujui Bersama oleh 

DPR dan Presiden.44 Pasal tersebut juga dapat dimaknai menjadi “setiap 

RUU dibicarakan atau diperdebatkan oleh DPR dan presiden untuk 

mendapatkan persetujuan Bersama”. Oleh karena “dibicarakan” atau 

“diperdebatkan”, pembahasan RUU tidak tepat dilakukan oleh DPR saja 

atau oleh presiden saja. Persetujuan Bersama merupakan syarat 

konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Karenanya 

mengalami kondisi interdependensi, saling ketergantungan dalam 

pembentukan RUU. 

                                                           
44 Saldi Isra, 2013, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer 
dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 215. 
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 Selain pendapat dua ahli tadi, Jimly Ashhiddiqie bahkan masuk lebih 

dalam untuk pembahasan persetujuan Bersama di paripurna DPR. Jimly 

Ashhiddiqie menegaskan perlu dibagi tiga macam ketukan palu dalam 

pengambilan keputusan. Pertama, ketukan palu sidang dalam rangka 

pengambilan keputusan atas keseluruhan materi RUU yang bersangkutan 

oleh paripurna DPR. Kedua, ketukan palu pengambilan keputusan sebagai 

tanda dicapainya persetujuan Bersama antara DPR dan pemerintah atas 

RUU untuk disahkan oleh presiden menjadi UU. Ketiga, ketukan palu 

sidang untuk mengesahkan seluruh hasil rapat paripurna dan sekaligus 

sebagai tanda penutupan sidang atau rapat paripurna.45 

 Kondisi demikian menyiratkan bahwa persetujuan bersama tiap UU 

membutuhkan keduanya untuk disetujui. Namun salah satu hal yang 

menjadi diskursus dari penelitian ini adalah bagaimana pembentukan 

undang-undang pada masa transisi pasca dilakukannya pemilihan umum 

(Pemilu). Sebab, ketentuan yang mengatur tentang Pemilu dalam proses 

demokrasi di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang batasan 

waktu masa transisi pemerintahan pasca Pemilu dilaksanakan, melainkan 

hanya mengatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu.46 Sebut saja 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

                                                           
45 Jimly Asshiddiqie, 2014, Perihal Undang-Undang, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 
206. 
46 Nuryadin, “Urgensi Pengaturan Lame Duck Session (Sesi Bebek Lumpuh) dalam 
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, 
Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 1810. 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, pada Bab XII tentang Penetapan Perolehan Kursi serta 

Penetapan Pasangan Calon Terpilih hanya mengatur terkait penetapan dan 

pelantikan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih serta Calon 

Legislatif Terpilih. 

 Pada ketentuan Pasal 167 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa 

batasan waktu penetapan pasangan calon terpilih pada pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden selambat-lambatnya ditetapkan 14 (empat belas) hari 

sebelum berakhirnya periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

Kemudian untuk penetapan calon anggota legislatif terpilih tidak diatur 

secara eksplisit terkait berapa lama jangka waktu sebelum habisnya 

periode jabatan anggota legislatif sebelumnya untuk kemudian dapat 

menetapkan calon anggota legislatif terpilih.47 

 Terkait pelaksanaan pemilu, terkhusus mengenai waktu 

pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana termaktub pada Pasal 167 

ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum  mengatur bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan setiap 5 

(tahun) sekali, di mana penentuan hari, tanggal dan waktu pemungutan 

suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang 

                                                           
47 Ibid. 
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diliburkan secara nasional dan waktu pelaksanaan tersebut ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).48 Kemudian pada 

Pasal 167 ayat (8) dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian 

tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemungutan suara diatur dengan 

Peraturan KPU. 

 Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

undang-undang telah memberikan kewenangan kepada KPU untuk 

menetapkan hari, tanggal pemungutan suara dan juga semua tahapan 

penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan hukum 

yang responsif dan partisipatif maka KPU terlebih dahulu harus melibatkan 

berbagai pihak, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah berkenaan 

dengan penyusunan Peraturan KPU termasuk ketentuan yang mengatur 

jadwal pemungutan suara pemilu dan tahapan lainnya.49 Namun, baik 

dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU sebagai peraturan teknis 

pelaksanaan pemilu tidak ditemukan indikator jelas kapan waktu 

pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu serta waktu pelantikan para 

calon terpilih (DPR maupun Presiden dan Wakil Presiden). 

 Sehingga KPU tidak memiliki landasan jelas berapa lama waktu 

masa transisi antara hari pemungutan suara dan hari pelantikan Presiden 

dan Wakil Presiden Terpilih serta Anggota Legislatif Terpilih. Akibatnya, 

                                                           
48 Ibid. 
49 Sahran Raden, “Kompleksitas Pemilu 2024 dan Kedudukan Hukum (Rechtspositie) 
Komisi Pemilihan Umum dalam Menetapkan Jadwal Pemilu 2024”, sulteng.kpu.go.id, 
diakses pada tanggal 19 Februari 2023. 
https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7778/kompleksitas-pemilu-2024-dan-kedudukan-
hukum-rechtspositie-komisi-pemilihan-umum-dalam-menetapkan-jadwal-pemilu-2024  

https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7778/kompleksitas-pemilu-2024-dan-kedudukan-hukum-rechtspositie-komisi-pemilihan-umum-dalam-menetapkan-jadwal-pemilu-2024
https://sulteng.kpu.go.id/berita/baca/7778/kompleksitas-pemilu-2024-dan-kedudukan-hukum-rechtspositie-komisi-pemilihan-umum-dalam-menetapkan-jadwal-pemilu-2024
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celah waktu itulah yang kemudian disebut dengan masa transisi pasca 

pemilu (masa transisi lame duck session) dan berpotensi terjadi dalam 

durasi waktu yang begitu lama. 

 Fungsi legislatif atau disebut juga dengan fungsi pembentuk undang-

undang pada hakikatnya melekat pada tubuh DPR, mengharuskan mereka 

melaksanakan tugas pembuatan undang-undang, merencanakan dan 

menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU, baik untuk 

satu periode keanggotaan DPR maupun untuk setiap tahun, kemudian 

membantu dan memfasilitasi penyusunan RUU usul DPR. 

 Transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga 

pembentuk undang-undang beserta masyarakat dalam suatu bentuk aturan 

hukum, menjadi sebuah tajuk utama dalam proses pembentukan undang-

undang. Secara garis besar proses pembentukan undang-undang diatur 

dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 20 ayat (1) DPR memegang 

kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU), Pasal 5 Ayat 1 tertulis 

"Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", 

selanjutnya, pada Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap 

rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama.  

 Pembentukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi 

undang-undang memerlukan suatu proses atau mekanisme pembentukan 

undang-undang yang tidak sederhana. Proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan diatur dalam: 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU P3); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 

MD3); 

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perpres 

87/2014); 

4. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Peraturan 

DPR 1/2014); dan 
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5. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyusunan Program Legislasi Nasional (Peraturan DPR 2/2016). 

 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A 

UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang”. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek lini 

kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan 

termasuk pemerintahan haruslah berdasar atas hukum yang berkesesuaian 

dengan sistem hukum nasional. 

 Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (UU P3). Berdasarkan UU P3, pembentukan undang-undang 

terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan (Pasal 16 – Pasal 42 UU P3); 

2. Penyusunan (Pasal 43 – Pasal 64 UU P3); 

3. Pembahasan (Pasal 65 – Pasal 71 UU P3); 

4. Pengesahan (Pasal 72 – Pasal 74 UU P3); 

5. Pengundangan (Pasal 81 – Pasal 87 UU P3). 

 Kemudian sejak 2011 hingga kini, UU P3 sebagai salah satu 

landasan atau pedoman yuridis yang sangat penting dalam pembentukan 

undang-undang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan 
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tersebut bukan tanpa alasan, sebab undang-undang sebelumnya dinilai 

kurang relevan dengan keadaan hukum dewasa ini sehingga perlu 

memasukkan prinsip-prinsip baru dalam pembentukan undang-undang. 

 Dalam perubahan pertamanya, yakni Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melahirkan 

konsep carry over sebagai ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 71A 

UUP3. Pasal 71A UU P3 ini lahir untuk menjawab problematika RUU yang 

bersifat periodik keterikatannya terhadap lembaga legislasi yang tidak 

berkelanjutan dan dinilai kurang efektif.  

 Pada dasarnya mekanisme carry over bertujuan untuk melanjutkan 

pembahasan RUU agar sampai pada tahap pengundangan sehingga dapat 

menciptakan proses pembentukan undang-undang yang berkelanjutan. 

Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan untuk menghindari fluktuasi proses 

pembentukan undang-undang akibat adanya pergantian DPR pada lintas 

periode dan efisiensi penggunaan APBN. Sebab sebelum lahirnya 

ketentuan carry over ini, suatu RUU yang diusulkan oleh DPR, DPD 

ataupun Presiden apabila telah masuk pada tahap pembahasan kemudian 

masa periodesasi lembaga legislasi tersebut berakhir, maka RUU tersebut 

tidak bisa dilanjutkan tahapannya oleh lembaga legislasi periode 

selanjutnya, sehingga perlu dilakukan kembali dari tahap awal, akibatnya 
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memakan waktu yang begitu lama dan terjadi pemborosan anggaran 

(APBN).50 

 Kemudian UU P3 kembali mengalami perubahan untuk yang kedua 

kalinya setelah pemerintah mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan pada bulan Juni tahun 2022. Dalam perubahan yang 

kedua ini, fokus penyempurnaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:51 

1. Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus;  

2. Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum 

pengesahan dan pengundangan; 

3. Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang 

bermakna (meaningful participation); 

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik; 

5. Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat 

fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

6. Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 

                                                           
50 Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, Fitriani Ahlan Sjarif, “Politik Hukum Carry Over 
Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 1, Maret, 2022, hlm.  
51 Dhezya Pandu Satresna, “Pengaturan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, JAPHTN-HAN, Vol. 2, No. 1, 
2023, hlm. 71. 
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7. Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

 Over regulasi yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih 

undang-undang merupakan permasalahan yang menjadi asal muasal 

lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Melalui perubahan kedua 

UU P3 inilah, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan 

Indonesia memperkenalkan metode “Omnibus”. Secara garis besar metode 

omnibus dapat diterjemahkan sebagai suatu peraturan perundang-

undangan yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan 

peraturan perundangan-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk 

disatukan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan. 

Sederhananya, metode omnibus erat kaitannya dengan upaya untuk 

menyederhanakan regulasi dalam kerangka Uniform Law and Regulation 

(penyederhanaan regulasi).52 

 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

merupakan rumusan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam 

pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan rumusan tersebut, maka 

negara memiliki kewajiban untuk menunaikan tujuan negara tersebut baik 

negara dalam kondisi normal, lebih-lebih lagi ketika negara dalam keadaan 

                                                           
52 Ibid, hlm. 67. 
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bahaya. Oleh karenanya, untuk mengatasi keadaan tersebut maka UUD 

NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan subjektif konstitusional kepada 

Presiden untuk dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perppu). Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 22 UUD 

NRI Tahun 1945 yang berbunyi: 

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai 
Pengganti Undang-Undang. 

(2) Peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut. 

(3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah 
itu harus dicabut. 

 Perppu yang kemudian telah ditetapkan oleh Presiden harus 

mendapat persetujuan DPR, kemudian jika tidak mendapatkan persetujuan, 

maka Perppu tersebut harus dicabut. Hal yang mendasari ketentuan 

tersebut adalah karena pada hakikatnya sebuah undang-undang haruslah 

memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, termasuk pula Perppu yang 

kedudukannya sejajar dengan undang-undang, maka setidak-tidaknya 

partisipasi masyarakat dimanifestasikan melalui parlemen.53 

 Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 7 UU P3 dikatakan bahwa terdapat satu peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dengan Undang-

Undang (UU) yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perppu). Oleh karenanya, Perppu juga dapat melaksanakan perintah 

                                                           
53 Muhammad Rinaldy Bima, “Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa sebagai Landasan 
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, Jurnal IUS, Vol. VII, No. 
1, April 2019, hlm. 100. 
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konstitusi ketika terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Parameter 

yang digunakan untuk mengukur suatu hal ihwal kegentingan yang 

memaksa yakni terdapat suatu kondisi yang sulit, penting dan terkadang 

sifatnya rumit yang tak terduga, diprediksi atau diperkirakan sebelumnya, 

serta perlu untuk segera ditangani dengan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dengan undang-

undang.54 

 Menurut Bagir Manan, Presiden dalam mengeluarkan Perppu harus 

memenuhi kriteria-kriteria berikut:55 

1. Dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa; 

2. Tidak mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam UUD; 

3. Tidak mengatur mengenai keberadaan dan tugas wewenang 

lembaga negara; 

4. Tidak boleh ada perppu yang dapat menunda dan menghapuskan 

kewenangan lembaga negara; dan 

5. Hanya boleh mengatur ketentuan undang-undang yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

 Tidak adanya pengertian paten tentang kegentingan yang memaksa 

dalam rangka menerbitkan Perppu sering kali menimbulkan perdebatan 

diantara kalangan ahli hukum dan praktisi hukum. Kewenangan Presiden 

yang begitu besar untuk mengatur segala hal dalam pengelolaan 

                                                           
54 Ibid, hlm. 101. 
55 Ibid. 
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pemerintahan (termasuk dalam penerbitan Perppu) dikhawatirkan dapat 

berpotensi disalahgunakan oleh Presiden demi kepentingan politiknya. 

Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 138/PUU-

VII/2009 menetapkan 3 (tiga) prasyarat adanya kegentingan yang 

memaksa seperti yang termaktub dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 yaitu:56 

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 

terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak 

memadai; dan 

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara 

membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan 

memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang 

mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

 Sehingga, walaupun Presiden memiliki kewenangan subjektifitas 

untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa, akan tetapi subjektivitas 

tersebut harus memiliki dasar objektivitasnya, dan pembatasan itu telah 

disyaratkan oleh konstitusi.  

                                                           
56 Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Maret 
2017, hlm. 115 
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 Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia 

hingga saat ini belum mengatur secara eksplisit tentang mekanisme 

pembentukan undang-undang pada masa transisi pasca pemilihan umum 

atau dikenal dengan istilah masa transisi lame duck session. Mekanisme 

pengaturan yang dimaksud adalah pengaturan tentang pembatasan 

legislasi pada masa lame duck session. Pengecualian terhadap 

pembatasan legislasi hanya untuk RUU yang berkaitan dengan APBN 

ataupun kebijakan negara dalam kondisi darurat. Ketiadaan pengaturan 

pembatasan legislasi pada masa lame duck session ini berpotensi 

memberikan keleluasaan kepada lame duck legislature untuk 

mengenyampingkan sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan 

sehingga produk undang-undang yang dilahirkan tidak berkesinambungan 

dan berkelanjutan serta tidak memiliki arah yang selaras dengan kebutuhan 

masyarakat dan amanat konstitusi. 

  

 

 

 

 

 


